BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, dikembangkan dari hasil kajian tentang teori-teori
dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisis beberapa
permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil pustaka
dikumpulkan kemudian diekplorasi guna untuk memperoleh pengetahuan lebih
banyak dari berbagai teori atau konsep ilmu hukum dan pemikiran ilmiah dari
berbagai ahli atau peneliti lainnya, yang dijadikan tuntunan dalam memecahkan
masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

2.1.  Pengertian Implikasi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata “implikasi adalah
keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi
seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti mempunyai hubungan
keterlibatkan atau melibatkan dengan suatu hal*”.

Menurut M. Irfan Islamy “implikasi adalah segala sesuatu yang telah
dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi
adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan
dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu®”.

Menurut Silalahi “implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya
penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap
pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan
tersebut®”.

Menurut Winarno setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam
memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan, yaitu:

1. Implikasi kebijakan pada permasalahan publik dan para pihak yang terlibat.

2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi atau pengaruh pada keadaan atau
kelompok diluar sasaran kebijakan.

3. Kebijakan mungkin mempunyai pengaruh pada keadaan sekarang maupun
yang akan datang.

IKBBI Online, Arti Kata Implikasi, diakses dari https://kbbi.web.id/implikasi, pada
tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

2Rian Wiguna, Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli-Definisi Dan Contoh
Implikasi, 11 Februari 2020, diakses dari https://www.berpendidikan.com/2020/02/
pengertian-implikasi.html, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

3Aulia Bella, Implikasi : Pengertian Menurut Para Ahli, Macam Dan Contoh, 11
September 2021, diakses dari https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/, pada tanggal 5 Oktober
2021, pukul 23:09 wib
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4. Evaluasi menyangkut unsur biaya yakni biaya yang langsung dikeluarkan
untuk membiayai berbagai program kebijakan publik.

5. Muncul biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat atau
kelompok masyarakat akibat adanya kebijakan publik®.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka yang dimaksud
dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau
ditimbulkan dari suatu peristiwa, pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi
sasaran pelaksanaan kebijakan yang bersifat baik atau tidak baik, pada keadaan-
keadaan sekarang maupun yang akan datang. Atau dapat juga dikatakan bahwa
implikasi selalu membawa pengaruh terhadap suatu kebijakan atau aturan yang saling
berkaitan antara satu dengan lainnya.

2.2. Pengertian Kewenangan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan adalah
“kekuasaan membuat keputusan dan memerintahkan serta melimpahkan
tanggungjawab kepada orang lain®>’. Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu
hukum sering kali ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang.
Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan Kkekuasaan sering
dipertukarkan dengan kewenangan, dan sebaliknya. Terkadang juga kewenangan
sering disamakan dengan wewenang. Kekuasaan menunjukkan bahwa “ada satu pihak
yang memerintah dan di pihak lain diperintah®”.
Istilah wewenang sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam hukum
Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati terdapat sedikit perbedaan
antara istilah kewenangan dengan istilah bevoegheid. Perbedaan tersebut terletak
pada karakter hukumnya. Istilah bevoegheid digunakan dalam konsep hukum
publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum di Indonesia istilah
kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum
publik’.

4M. Afif Dalma, Implikasi : Pengertian, Jenis Dan Contoh, 4 Oktober 2021, diakses
dari https://dosenpintar.com/pengertian-implikasi/, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09
wib

SKBBI Online, Arti Kata Kewenangan, diakses dari https://kbbi.web.id/ kewenangan,
pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

®Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
1998, h. 35-36.

’Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga,
Surabaya, tanpa tahun, h. 20.
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Ateng syafruddin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan
wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag)
dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan
oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel
(bagian) tertentu saja dari kewenangan®.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang
pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah
(bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan
memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan. “Secara yuridis, pengertian wewenang adalah
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan
akibat-akibat hukum®”,

Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (authority,
gezag) dan wewenang (competence, bevoegdheid). Yang dimaksud dengan
kewenangan adalah:

a. Apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari
kekuasaan legislatif yang diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan
eksekutif administratif.

b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.

c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan atau sekelompok orang-
orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Seperti
halnya kewenanangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang
disebut kompetensi atau yuridiksi'®.

8Ateng Syafruddin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000,
h. 22.

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie
Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1994, h. 65.

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2012, h. 87.
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Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melaksanakan
sesuatu tindak hukum publik. Antara lain wewenang menandatangani atau
menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan
kewenangannya tetap berada ditangan menteri tersebut atau yang biasa disebut
delegasi wewenang.

Menurut Bagir Manan “pengertian wewenang dalam ilmu hukum tidak sama
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu. Akan tetapi dalam ilmu hukum, wewenang juga sekaligus berarti hak
dan kewajiban (rechten enplichten)!*”. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan
atau tidak melakukan suatu hal tertentu. “Dalam hukum administrasi negara
pemerintah atau lembaga pemerintah memperoleh wewenang selalu bersumber dari
peraturan peundang-undangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi dan
mandat'?”.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda
dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang
berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari
kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh
undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam
kewenangan itu dan juga sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan
keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara
atribusi, delegasi, maupun mandat. Berdasarkan sumber kewenangan tersebut, maka
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Atribusi

Merupakan kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan

perundang-undangan kepada lembaga atau organ negara. Seperti Atribusi

kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang, dimana hal
ini merupakan pemberian kewenangan pada lembaga Negara tertentu oleh

Undang-Undang Dasar.

“Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, Universitas Lampung,
2009, h. 26.

2Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi
Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, h. 1-2.
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2. Delegasi
Merupakan pelimpahan kewenangan oleh badan pemerintah yang
memperoleh kewenangan secara atributif kepada badan pemerintah lainnya.
Seperti halnya pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon
Wakil Kepala Daerah.

3. Mandat
Merupakan kewenangan yang diperoleh dengan cara pelimpahan kewenangan
dari badan pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan
pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang berada dibawahnya
secara hiraki. Namun wewenang dan tanggung jawab masih dipegang oleh
sipemberi wewenang atau mandat, penerima mandat hanya menjalankan
wewenang sipemberi mandat, sehingga sipenerima mandat tersebut tidak
dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Seperti halnya tanggung
jawab memberi keputusan oleh menteri yang dimandatkan kepada
bawahannya untuk bertindak atas namanya*®.

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi merupakan sumber kewenangan
yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar,
berbeda halnya dengan delegasi dan mandat yang merupakan pelimpahan
kewenangan atau wewenang. Prosedur pelimpahan kewenangan secara delegasi
berasal dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanggung jawab
beralih kepada organ pemerintah yang menerima delegasi. Sedangkan prosedur
pelimpahan wewenang yang didapat secara mandat adalah dalam rangka hubungan
atasan dan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab dan tanggung gugat
tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari
tiga komponen, yaitu:

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan
untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar
hukumnya.

13Sony Pungus, Teori Kewenangan, diakses dari http:/sonny tobelo.blogspot.com/
2011/01/teori-kewenangan.html, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib
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3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang
yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk
jenis wewenang tertentu)®.

Kewenangan tentu harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada secara
konstitusi, oleh karena itu kewenangan yang diperoleh secara konstitusi merupakan
kewenangan yang sah. Dengan demikian, lembaga atau pejabat negara dalam
mengeluarkan suatu keputusan didukung oleh sumber kewenangan yang ada.

Suatu wewenang tentu memiliki sifat yang ditujukan untuk memberikan
kepastian hukum dari apa yang telah menjadi wewenangnya tersebut. Hal ini
digunakan untuk mengklasifikasikan sehubungan dengan tindakan yang dapat
dilakukan oleh lembaga atau pejabat negara. Sifat dari wewenang tersebut, yaitu:

a. Wewenang Terikat

Wewenang ini terjadi apabila dalam peraturan dasarnya telah ditentukan

tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Bila peraturan dasar tersebut

menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka
wewenang pemerintahan ini disebut wewenang pemerintahan yang terikat.

Oleh karena itu, badan/pejabat TUN yang bersangkutan tidak dapat berbuat

lain selain daripada menjalankan secara harfiah dari apa yang tertulis dalam

rumusan peraturan dasarnya.
b. Wewenang Fakultatif

Merupakan wewenang pemerintahan yang fakultatif (terdapat pilihan lain),

apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang

bagaimana wewenang tersebut digunakan, maka wewenang yang demikian
itu dapat juga dikatakan merupakan wewenang yang terikat. Akan tetapi
dalam hal ini lembaga atau pejabat negara yang bersangkutan tidak wajib
untuk menerapkan wewenangnya. Jadi masih ada pilihan lain, walaupun itu
hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi suatu keadaan tertentu yang
ditentukan dalam peraturan dasarnya telah dipenuhi.

C. Wewenang Bebas (Diskresioner)

Pada kenyataannya, wewenang yang digunakan untuk menentukan isi dari

keputusan atau pengaturan sebagai penerapan wewenang pemerintahan lebih

lanjut biasanya tidak bersifat mengikat. Para pembuat undang-undang
menyerahkan sepenuhnya pengaturan norma yang lebih jelas kepada setiap
individual badan atau pejabat negara yang diberi wewenang. Pada

1“Nur Basuki Winarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,
Jogjakarta, Lakshbang Mediatama, 2008, h. 66.
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kenyataannya dalam peraturan dasarnya memberikan ruang kebebasan
kepada badan atau pejabat negara untuk melaksanakan peraturan artinya
wewenang yang digunakan untuk menjalan peraturan tersebut tidak bersifat
mengikat®®.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sifat wewenang di atas, maka dapat
diambil suatu pemahaman bahwa pada umumnya, badan atau pejabat negara hanya
memiliki sifat wewenang terikat, yang sumber wewenangnya tersebut telah tertulis
jelas dalam peraturan dasarnya. Namun, dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak
menutup kemungkinan adanya badan atau pejabat negara yang juga memiliki sifat
wewenang fakultatif atau wewenang bebas (diskresioner) dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan.

2.3.  Pengertian Penyidikan dan Penuntutan

2.3.1. Pengertian Penyidikan

Dalam tindakan penyelidikan penekanannya terletak pada tindakan mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana,
maka pada tindakan penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari
serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi
terang serta agar dapat menemukan pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya!®”. Dengan kata lain
tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk
mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang
mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Mengenai kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan
(3), yaitu:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang:

15Jum Anggriani, Op. Cit., h. 95-96.

Mukhlis, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan
Perkembangan Delik-delik di Luar KUHP” Artikel pada Jurnal llmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, h. 57.
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)

®3)

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi

dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat

(2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

o

@ oo

2.3.2. Pengertian Penuntutan
Ketentuan mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-

Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana disebutkan bahwa
“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke

pengadi

undang-

lan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan”.

Mengenai kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14, penuntut

umum mempunyai wewenang, sebagai berikut:

a.

b.

Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;

Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik;
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d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

M)

2

@)

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan;

Melakukan penuntutan;

Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

Melaksanakan penetapan hakim.

2.3.3. Penyidikan dan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi
a. Ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan KPK berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 38 dan Pasal
39, sebagai berikut:
Pasal 38
Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan
penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi
penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 39

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini.
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b. Ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan KPK berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 38.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum
acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada
komisi pemberantasan korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-
undang ini.

2.4.  Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Kketetapan tersebut dirumuskan norma
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam
Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-
Undang ini”.

Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan tentang apa itu Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yaitu “serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas
terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi, dijelaskan di
dalam Pasal 3, bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.
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Dalam Pasal 5 dijelaskan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan

Korupsi yang harus berasaskan pada:

a.

D oo T

kepastian hukum;

keterbukaan;

akuntabilitas;

kepentingan umum;

proporsionalitas; dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan apa saja tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dijlaskan

di dalam Pasal 6, antara lain:

a.
b.

tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan
publik;

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
dan

tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.4.1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Terdapat perbedaan tugas dan tanggung jawab Pimpinan KPK dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( UU KPK lama). Dimana dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK baru) ruang lingkup Pimpinan
KPK dibatasi dengan meniadakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan KPK.

Adapun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

terdiri atas:

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
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(2)

©)
(4)
(%)
(6)

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana
tugas.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disusun sebagai berikut:

a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan

b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat)
orang, masing-masing merangkap Anggota.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a adalah pejabat negara.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bekerja secara kolektif.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Adapun Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1)

)

®)
(4)

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota; dan

b. Wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap
anggota.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan pejabat negara.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bekerja secara kolektif.
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2.4.2. Pengertian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Makna kata Dewan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
“majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya
memberi petunjuk atau nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan
berunding'”. Sedangkan makna kata Pengawas yaitu orang yang mengawasi. Jadi
dapat disimpulkan bahwa makna kata Dewan Pengawas adalah suatu majelis atau
badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang bertugas dalam hal mengawasi
dan memberi petunjuk atau nasihat kemudian memutuskan suatu hal.

Dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan terkait tugas Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, antara lain:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan,
dan/atau penyitaan;

C. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya
dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang
ini;

e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode
etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.5.  Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka
terlebih dahulu dipahami tentang apa yang disebut sebagai suatu tindak pidana
korupsi. “Pemahaman terhadap definisi tindak pidana korupsi saat ini telah
berkembang sehingga menciptakan banyak definisi, karena disebabkan prespektif
yang digunakan dalam melihat suatu tindak pidana korupsi®”. Terdapat beberapa
pengertian atau definisi dari tindak pidana korupsi, yaitu berdasarkan Kamus Besar

7KBBI Online, Arti Kata Dewan, diakses dari https://kbbi.web.id/dewan, pada
tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

BFirdaus, Fahmi Ramadhan dan And Bayu Dwi Anggono, Menimbang Kewenangan
Dpr Dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi Ktp Elektornik. Lentera Hukum
Vol. 6 No. 1 2019.
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Bahasa Indonesia, “Korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang Negara
atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi®®”.
Berdasarkan Black Law Dictionary, korupsi merupakan Tindakan yang
dilakukan oleh pejabat ataupun kepercayaan seseorang yang melakukan
pelanggaran hukum dan juga melakukan kesalahan dengan cara memanfaatkan
keuntungan untuk dirinya sendiri dan merugikan banyak orang, dimana hal ini
bertentangan dengan kewajiban dan kebenaran lainnya®.

Berdasarkan Transparancy International TI, Korupsi adalah Perbuatan
memperkaya diri dengan cara melakukan pendekatan kepada para penguasa
negara dengan melakukan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang atau
kepercayaan dari masyarakat yang dilakukan oleh perilaku dari para pejabat
publik, politikus dan pegawai negeri?..

Korupsi tidak hanya dilakukan seorang pejabat negara, tetapi juga warga negara
biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Sepintas, aturan ini mirip dengan
tujuan dan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Namun jika dicermati lebih jauh,
pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat
ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara
negara. Di Indonesia sendiri modus operandi seperti itu sudah banyak dilakukan,
orang-orang yang berada dilingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang
Penyelenggara Negara memanfaatkan kedekatannya dengan seorang penguasa
yang mempunyai pengaruh nyata terhadap hal ataupun bidang strategis tertentu.
Kedekatan tersebut digunakan untuk mengendalikan proyek pemerintahan,
sehingga ia memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari
pengurusan proyek tersebut?,

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki kewenangan dan otoritas yang dampak dari tindak pidana korupsi adalah
kerugian Negara. Oleh karenanya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK diberikan

1KBBI Online, Arti Kata Korupsi, diakses dari https://kbbi.web.id/korupsi, pada
tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

2Eko Nurisman dan Risko Fitriano, “Analisis Hukum Terhadap Implikasi Perubahan
Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, Artikel pada e-Journal
Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi llmu Hukum, Vol. 4 No.
2 Agustus 2021, h. 714,

Zbid.,

ZAlvin Saputra dan Ahmad Mahyani, Tinjauan Yuridis Trading In Influence
Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mimbar Keadilan Jurnal llmu Hukum, Februari 2017, h. 81.
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kewenangan oleh Negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK memiliki
kedudukan dan peran masing-masing. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan extra
ordinary atau kejahatan yang luar biasa karena selalu melibatkan orang orang yang
memiliki intelejensi tinggi (kejahatan kerah putih) sudah tentu membutuhkan
penegakan hukum yang extra ordinary pula sehingga dalam beberapa hal perlu
adanya upaya strategis dalam mewujudkannya.

2.6. Lembaga Negara

“Di Indonesia sendiri memiliki sebuah konstitusi sebagai dasar hukum yaitu
UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam memberikan legitimasi
atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan
pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial?®”. Lembaga-
lembaga negara pada negara hukum dibentuk dan dijalankan dengan landasan
Undang-Undang yang diberlakukan sesuai pada hierarki peraturan perundang-
undangan. “Lebih lanjut tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara lembaga
negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang
bersifat campuran?”.

Di tingkat pusat, lembaga negara dibagi dalam empat tingkatan kelembagaan,
yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur dan
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UndangUndang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan Keputusan Presiden.

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peratutan
Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri®.

ZEllydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, Cetakan Pertama, Total Media,
Yogyakarta, 2007, h. 41.

2Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 27.

Blbid., h. 43-44.
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2.7.  Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu bentuk aturan dari
suatu peraturan perundang-undangan yang mana didalamnya terdapat beberapa
tahapan penting yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan dan tahapan pengundangan atau tahap penyebarluasan kepada
masyarakat. “Dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki
jalinan peristiwa satu dengan yang lainnya didalam rangkaingannya sehingga tidak
bisa dipisahkan, oleh karena itu pembentukan perundang-undangan disebut sebagai
sebuah sistem?®”,

“Di Indonesia dikenal adanya suatu sistem pembagian kewenangan antara
kewenangan dari pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Fungsi dan
peranan antara kewenangan dari pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah
daerah juga sudah ditetapkan oleh undang undang dengan sangat jelas?””. Dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, proses pembentukan peraturan perundang-
undangan diatur dalam Pasal 5, yaitu:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, antara lain :
kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian
antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan
kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam
bentuk Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum. “Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan?®”.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);

26Eko Nurisman dan Risko Fitriano, Op. Cit., h. 713.

bid.,

2Wikipedia.org, Peraturan Perundang-undangan Indonesia, diakses dari https:/id.
wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, pada tanggal 5 Oktober 2021,
pukul 23:09 wib
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Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu);

Peraturan Pemerintah (PP);

Peraturan Presiden (Perpres);

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan

Peraturan Kabupaten atau Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan

hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berikut ini penjelasan masing-masing
Peraturan Perundang-undangan tersebut:

1.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945
merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-
undangan nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) adalah putusan MPR
yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi Ketetapan MPR Sementara dan
Ketetapan MPR yang masih berlaku. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR
terdiri dari dua macam yaitu Ketetapan dan Keputusan. Ketetapan MPR
adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis,
sedangkan keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis
saja.

. Undang-Undang atau Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama
Presiden. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.

. Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
dengan persetujuan bersama Gubernur.
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7. Perda Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama
Bupati atau Walikota?®.

Makna tata urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Penjelasan Pasal 7
ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan hierarki adalah
“penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan. Penjenjangan didasarkan
asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dijelaskan juga bahwa selain jenis
dan hierarki tersebut, masih ada jenis Peraturan Perundang-undangan lain yang diakui
keberadaannya. Peraturan Perundang-undangan lain ini juga mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah
UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.

2.8.  Teori Negara Hukum

“Latar belakang sejarah lahirnya konsep negara hukum (rechtsstaat) pada
abad ke 19 di Eropa Kontinental, seiring dengan gagasan demokrasi konstitusionil®®”,
Selanjutnya, untuk lebih jelas harus diperhatikan ciri-ciri yang dimiliki suatu negara
yang disebut negara hukum. Sudargo Gautama, mengemukakan tiga ciri-ciri Negara
Hukum, yakni:

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya
negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh
hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak
terhadap penguasa.

b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah
diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau
aparaturnya.

2Kompas.com, Peraturan Perundang Undangan : Jenis Dan Hierarkinya, 2 Januari
2020, diakses dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-
perundang- undangan-jenis-dan-hierarkinya, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

%0Ma’shum Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen
UndangUndang Dasar 1945,Cet. Ke 1, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 12.



https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya
https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-%20undangan-jenis-dan-hierarkinya
https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-%20undangan-jenis-dan-hierarkinya
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C. Pemisahan Kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan
pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-
undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak
berada dalam satu tangan®.

Sementara Friedman melihat negara hukum dalam dua arti yaitu formil dan
materil. “Arti formil, dimana kekuasaan umum yang teroganisir (organize public
power). Maksudnya setiap organisasi hukum atau organisasi negara mempunyai
hukum. Sedangkan arti materil (ideological sense), yaitu hukum atau UU yang bisa
diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil®*”.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimuat di dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara tegas bahwa ‘“Negara
Indonesia adalah Negara hukum”. Kemudian di dalam penjelasan UUD Tahun 1945
disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat), tidak atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)®. Perbedaaan tersebut dapat
dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari bahwa beberapa unsur
pokok negara hukum Republik Indonesia, yaitu:

a) Pancasila.

b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
c) Sistem Konstitusi.

d) Persamaan.

e) Peradilan Bebas.®*

Muhammad Yamin di dalam buku Bahder Johan Nasution mendefinisikan
“Negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak
menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut
aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara
sah, sesuai dengan asas the laws and not menshall govern®”,

31Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, Cet. Ke 1, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2011, h. 117-118.

%2Ma’shum Ahmad, Op.Cit., h. 13.

33Bahder Johan Nasution, Negara dan Hak Asasi Manusia, Cet. Ke 4, Mandar Maju,
Bandung, 2018, h. 74.

34M. Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari
Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan
Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.

®lbid., h. 1.
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Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip
supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan
terhadap kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar adalah dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-
Undang Dasar. “Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang
menjamin adanya persamaan kedudukan setiap warga negara didalam hukum dan
pemerintahan, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau pihak yang sedang berkuasa®®”.

Dengan demikian bahwa dalam paham negara hukum, hukumlah yang
memegang kendali dan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara. Oleh sebab itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu
tindakan atau kebijakan, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2.9.  Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan
Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan (division and separation of power)
merupakan suatu pengaturan atau mekanisme yang telah disusun sedemikian rupa,
sehingga kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu kutub tertentu saja. “Kekuasaan
dibagi berdasarkan fungsinya dalam melaksanakan kekuasaan negara yang
disesuaikan atau diarahkan sesuai dengan sumber, tujuan dan penggunaannya serta
pembatasan kekuasaan itu sendiri®”.
Secara umum, fungsi kekuasaan terbagi menjadi tiga cabang lembaga negara,
antara lain:
1. Fungsi membuat Undang-Undang (rulemaking function-legislative);
2. Fungsi pelaksana Undang-Undang (ruleapplication function-executive);
3. Fungsi mengadili para pelanggar Undang Undang (rule adjudication
function-judicative).

Indonesia sendiri memiliki sebuah konstitusi yang tentu saja digunakan
sebagai dasar hukum yaitu UUD 1945 yang berlaku sebagai sumber hukum tertinggi
dibawah Pancasila, terutama dalam memberikan pengakuan atau legitimasi atas
berdirinya lembaga-lembaga negara yang sebelumnya telah ada atau bahkan untuk
lembaga negara yang nanti akan ada termasuk pengaturan tentang pembagian dan

36Jimly Asshiddigie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, h. 55-56.

37Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Cetakan ke-3, Raja Grafindo
Persada, Kota Depok, 2019, h. 19.

bid.,
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pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga
yudisial.

Lembaga atau organ negara pada negara hukum dibentuk dan dijalankan
berdasarkan undang-undang yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan
perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut tentang pembagian dan pemisahan
kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dapat berada dalam ranah lembaga
legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, ataupun yang bersifat
campuran dari ketiga lembaga tersebut®.

Di tingkat pusat, lembaga atau organ negara dibagi dalam empat tingkatan

kelembagaan, antara lain:

2.10.

1. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

yang diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.

. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan Keputusan Presiden.

. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau

Peratutan Presiden yang diatur lebih lanjut sesuai dengan Keputusan Presiden.

. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang diatur

lebih lanjut sesuai dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat yang
berada di bawah Menteri secara hirarki®.

Teori Efektivitas Hukum
“Efektivitas hukum bermakna bahwa orang benar-benar telah berperilaku

atau bertindak berdasarkan ketentuan norma hukum sebagaimana mereka harus
berbuat, bahwa ketentuan norma hukum itu benar-benar telah diterapkan dan dipatuhi
secara umum*”,

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif

atau tidaknya penerapan norma hukum di masyarakat ditentukan oleh lima faktor
utama, antara lain:

3Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 27.

“Olbid., h. 43-44.
“IHans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan kel0, terjemahan

Raisul Mutagien, Nusa Media, Bandung, 2018, h. 53.
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o

Faktor hukum itu sendiri atau undang-undang yang diberlakukan.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun yang
menerapkan hukum seperti Pemerintah, DPR, Kepolisian, Kejaksaan, KPK
dil).

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dilaksanakannya penegakan
hukum.

. Faktor di dalam masyarakat, seperti lingkungan dimana hukum itu berlaku

atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, dimana terciptanya hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada kekuatan atau daya manusia itu sendiri di dalam pergaulan
hidupnya®.

Menurut Marcus Priyo Guntarto, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif atau

tidaknya suatu sistem hukum, antara lain:

1.

Mudah atau tidaknya makna dari aturan-aturan yang dimengerti oleh
masyarakat.

. Luas atau tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-

aturan yang diberlakukan.

Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai
dengan bantuan aparat administrasi atau aparat penegak hukum yang
kemudian menyadari dan melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi dan
para warga masyarakat yang ikut terlibat dan merasa harus berpartisipasi
dalam proses mobilisasi hukum di dalam masyarakat.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah untuk
dilaksanakan, akan tetapi harus cukup effektif untuk menyelesaikan masalah
yang ada di tengah masyarakat.

Adanya anggapan dan pengakuan secara umum di kalangan masyarakat
bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya efektif untuk
dilaksanakan®.

42Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 8.

“Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka

Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2011, h. 71.
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Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot yang kemudian
dikutip oleh Felik, yaitu bahwa “hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan
dan penerapan hukum dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat
menghilangkan kekacauan*”. Hukum yang efektif berlaku secara umum dapat
menyelesaikan masalah yang muncul jika terjadi suatu hambatan atau keadaan baru
yang berbeda, oleh karena penyelesaian secara hukum merupakan suatu keharusan
untuk dilaksanakan.

“Hukum dapat dikatakan berlaku secara efektif jika kita dapat mengukur
sejauh mana hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan kemudian ditaati serta
dilaksanakan oleh sebagian besar kalangan masyarakat*>”. Sehingga dapat dikatakan
bahwa kesadaran dan ketaatan hukum itulah merupakan dua hal yang sangat
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau
aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Kesadaran dan ketaatan hukum yang kemudian berujung pada efektivitas
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan merupakan dua unsur yang saling
berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sering kali masyarakat
mencampuradukan antara apa itu kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal
kedua hal itu walaupun sangat erat kaitannya, namun tidak persis sama.

2.11. Teori Pengawasan
“Kata Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
suatu penjagaan“®”.
Goerge R. Terry menggunakan istilah control sebagaimana di kutip oleh
Muchsan di dalam buku Imam Anshori Saleh berikut. Control is to determine
what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to
ensure result in keeping with the plan (Pengawasan menentukan apa yang telah
dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan
hasil yang sesuai dengan rencana)®’.

43alim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, Jakarta : Rajawali Press, 2013, h. 303.

“Damang, Efektifitas Hukum, diakses dari http://www.negarahukum.com/hukum/
efektivitas-hukum-2, pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

46KBBI Online, Arti Kata Pengawasan, diakses dari https://kbbi.web.id/pengawasan,
pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 23:09 wib

“"Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, Setara
Press, Malang, 2014, h. 126.
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Pengawasan (control), menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah suatu upaya
yang dilakukan untuk menghindari terjadinya berbagai macam kekeliruan, baik
disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha pencegahan (preventif),
atau juga untuk memperbaikinya apabila telah terjadi suatu kekeliruan atau
kesalahan, sebagai suatu usaha untuk menekan (represif) agar tidak terjadi lagi
hal serupa dikemudian hari®,

Dari uraian di atas, dapat diuraikan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan
diperlukan beberapa unsur, antara lain:

a. Adanya suatu kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.

b. Adanya suatu rencana yang telah direncanakan dengan baik sebagai alat
penguji terhadap pelaksanaan tugas yang akan diawasi atau dievaluasi.

c. Tindakan atau upaya pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses
kegiatan yang sedang berjalan ataupun terhadap suatu hasil yang ingin dicapai
dari kegiatan tersebut.

d. Tindakan atau upaya pengawasan berakhir dengan disusunnya penilaian atau
evaluasi akhir terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta mencocokan
hasil yang telah dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.

e. Kemudian tindakan atau upaya pengawasan akan diteruskan dengan tindak
lanjut baik secara administratif ataupun secara hukum (yuridis)*.

2.12. Teori Kepastian Hukum
Pengertian kepastian hukum menurut pendapat Radbruch dapat dibedakan
dalam tiga aspek utama yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian
hukum yang komprehensip, yaitu:
1. Keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua
warga negara di muka peradilan.
2. Tujuan dari keadilan itu sendiri, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi
hukum memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Kepastian hukum (legalitas), aspek itu menjamin bahwa hukum dapat
berfungsi sebagai sebuah peraturan perundang-undangan®.

8 |bid.

“Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cet. Ke 3, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 38-39.

%0Heo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kasius, 1992,
h. 163.
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Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang sifatnya umum, sehingga setiap orang/individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

2. Sebagai perlindungan hukum bagi setiap orang/individu dari kesewenang-
wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang sifatnya umum,
maka setiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
kepada mereka atau apa yang harus dilakukan oleh Negara terhadap
individu®L,

Fungsi hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya
ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto
bahwa “kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum
atau kaedah yang berlaku secara umum, supaya tercipta suasana yang aman dan
tentram dalam kehidupan bermasyarakat®?”.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila terciptanya situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh

(accessible);

2. Lembaga atau instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara
konsisten dan juga tunduk dan taat pada aturan yang berlaku;

3. Warga negara tunduk dan patuh serta menyesuaikan perilaku mereka terhadap
aturan yang berlaku.

4. Peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum
yang berlaku secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;

5. Keputusan peradilan yang secara kongkrit dilaksanakan®,

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-
undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan karena multitafsir dan dapat
dapahami secara logis sehingga dapat menjadi suatu sistem norma dengan norma
lainnya oleh karena tidak berbenturan atau menimbulkan konflik atau dengan kata lain
dapat menimbulkan ketidakpastian norma hukum.

SIRiduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999, h. 23.

2Soerjono  Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), cetakan keempat, Jakarta,
Universitas Indonesia, 1999, h. 55.

53Jan Michael Otto, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, terjemahan Tristam
Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, h. 25.
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Kepastian adalah suatu keadaan, ketentuan atau ketetapan yang pasti.
“Hukum secara hakiki harus pasti dan bersifat adil. Sehingga berfungsi sebagai
pedoman perilaku dan adil karena pedoman perilaku itu harus menunjang suatu
tatanan nilai yang dinilai wajar oleh masyarakat. Oleh karena hukum bersifat adil dan
dilaksanakan dengan pasti, maka hukum dapat menjalankan fungsinya®*”. “Kepastian
hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten, sedangkan
konsekuensi pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif,
karena kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral®”.

Undang-Undang yang berisi aturan yang sifatnya umum menjadi pedoman
bagi setiap individu dalam bertingkah laku di dalam masyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan masyarakat
itu sendiri. “Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu, karena dengan adanya aturan tersebut dan
pelaksanaannya sehingga menimbulkan kepastian hukum di masyarakat®”.

Kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan oleh hukum berkaitan
dengan keadilan. Hukum yang berisi norma keadilan harus sungguh-sungguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Menurut
Gustav Radbruch “keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang harus ada
dari hukum itu sendiri®””. Kepastian hukum adalah hal utama yang harus tetap dijaga
demi keamanan dan ketertiban di suatu negara, oleh karena itu hukum positif harus
selalu ditaati demi terciptanya keadilan dan kebahagiaan di dalam masyarakat.

2.13. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum
menyatakan bahwa: ‘“‘seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu yang telah dilakukannya atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang bertentangan dengan hukum®®”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan
bahwa:

*4Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

5Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, h. 385.

6peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

lbid., h. 95.

%Hans Kelsen, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara,
Dasar-Dasar IImu Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan
Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.
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Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut
kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis
lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi
karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat
yang membahayakan®®.

Hans Kelsen kemudian membagi tanggungjawab menjadi 4 bagian yang
terdiri atas:

1. Pertanggungjawaban Individu
Yaitu bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah
dilakukannya sendiri;

2. Pertanggungjawaban Kolektif
Yaitu bahwa setiap individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang
telah dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan
Yaitu bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena telah dengan sengaja dan dengan tujuan menimbulkan
kerugian bagi orang lain;

4. Pertanggungjawaban Mutlak
Yaitu bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena tidak dengan sengaja dan tidak diperkirakan
sebelumnya®.

Istilah tanggung jawab dalam kamus hukum disebut sebagai liability dan
responsibility. “Istilah liability merupakan pertanggungjawaban hukum yaitu
mengenai tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,
sedangkan istilah responsibility merujuk pada pertanggungjawaban secara politik®:.
“Teori tanggung jawab lebih mengutamakan pada makna tanggung jawab yang lahir
dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu teori tanggungjawab
dimaknai dengan liabilty®?”. Sebagai suatu konsep yang terikat secara langsung
dengan kewajiban hukum seseorang mengenai tanggungjawab secara hukum atas

1bid., h. 83.

8Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutagien, Nuansa dan Nusa
Media, Bandung, 2006, h. 140.

81HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
h. 337.

52Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary,
Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54.
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perbuatan tertentu, sehingga individu atau pejabat negara yang melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai sanksi karena individu tersebut
memliki tanggungjawab secara hukum.

Dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan, pertanggungjawaban
itu melekat pada jabatan yang juga dilekatkan dengan kewenangan. Dalam perspektif
hukum publik, dengan adanya kewenangan inilah yang melahirkan adanya
pertanggungjawaban, hal ini sejalan dengan prinsip umum “geenbevegdedheid zonder
verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila
mas-uliyat ”(tidak ada suatu kewenangan tanpa adanya pertanggungjawaban)®”.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. Tanggung jawab oleh tergugat akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan dengan suatu kesengajaan (intertional tort liability), oleh karena itu
tergugat harus telah melakukan perbuatan yang dituduhkan, sehingga
merugikan pihak penggugat atau dengan kata lain mengetahui bahwa apa
yang telah dilakukan oleh pihak tergugat akan mengakibatkan kerugian bagi
pihak penggugat.

b. Tanggung jawab oleh tergugat akibat perbuatan melanggar hukum yang
dilakukannya karena suatu kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan erat dengan sistem
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend) di masyarakat.

¢. Tanggung jawab mutlak oleh tergugat akibat perbuatan melanggar hukum
tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability) yang telah dilakukannya,
didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun secara tidak
sengaja®.

81bid., h. 352.
%4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,
h. 336.



